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BAB IV
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM ATAU KEGIATAN RENJA DPMPTSP

4.1 Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran 

Adapun capaian kinerja indikator sasaran RENJA yang dievaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 4.1
Pencapaian Target Indikator Sasaran

	No
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Kinerja Sasaran
	Satuan
	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025
	Realisasi Tahun 2025
	%
Capaian Target
	Kategori Kinerja 
(Status)
	Ket

	1
	Meningkatkan Realisasi Investasi
	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Tana Tidung
	Realisasi Investasi PMA
	Milyar
	450.000.000.000
	363.267.087.457
	80,73%
	T
	

	
	
	
	Realisasi  
Investasi PMDN
	Triliun
	1.658.201.892.166
	844.469.593.556
	50,92%
	R
	

	
	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	%
	94,50
	96,11
	101,70
%
	ST
	



Dari Tabel pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Realisasi Investasi PMA sampai Triwulan IV Rp. 363.267.087.457 dan realisasi indikator kinerja Realisasi Investasi PMDN sampai Triwulan IV Rp. 844.469.593.556 dan pada indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian pada akhir Tahun 2025 yaitu 96,11%.   

4.2 Capaian Target Indikator Kinerja Program

	Capaian Indikator Kinerja Program RENJA yang dievaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Pencapaian Target Indikator Kinerja Program

	No
	Nama Program 
	Indikator Kinerja Program
	Satuan
	Target Kinerja Program Tahun 2025
	Realisasi Tahun 2025
	%
Capaian Target
	Kategori Kinerja 
(Status)
	Ket

	1
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
	Persentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran
	%
	100
	95,65%
	95,65%
	ST
	

	
	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)
	Nlai
	84,86
	84,36
	98,35%
	[bookmark: _GoBack]ST
	

	2
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Persentase Pembuatan Dokumen Kebijakan Penanaman Modal 

	%
	100
	100
	100%
	ST
	

	3
	Program Promosi Penanaman Modal
	Jumlah Investor yang akan berinvestasi
	Investor
	2
	2
	100%
	ST
	

	4
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Persentase  Perusahaan yang menyampaikan LKPM
	%
	78.57
	86,11
	109,60%
	ST
	

	5
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Persentase Kegiatan Usaha yang memenuhi Aspek Legal
	%
	90
	98
	108,89%
	ST
	

	6
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dtindaklanjuti
	%
	100
	100
	100%
	ST
	

	
	
	Persentase Pengaduan yang terselesaikan/tertangani sesuai SOP 
	%
	100
	100
	100%
	ST
	


Dari tabel pencapaian target Indikator Kinerja Program dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja program belum tersedia di Triwulan IV (31 Desember 2025) terdiri dari Status Sangat Tinggi (ST) sebanyak 6 Program, Status Tinggi (T) sebanyak 0 Program, Status Sedang (S) sebanyak 0 Program, Status Rendah (R) sebanyak 0 Program dan Status Sangat Rendah (SR) sebanyak 0 Program. Adapun capaian indikator kinerja Program Sangat Tinggi disebabkan realisasi indikator kinerja Program karena data tersebut tersedia pada akhir tahun 2025.
4.3 Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan RENJA yang dievaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 
Pencapaian Target Indikator Kinerja Kegiatan

	No
	Nama Kegiatan
	Indikator Kinerja Kegiatan
	Satuan
	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2025
	Realisasi Tahun 2025
	%
Capaian Target
	Kategori Kinerja 
(Status)
	Ket

	1
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Tingkat pemenuhan perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah
	%
	100
	100
	100%
	ST
	

	2
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
	Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
	%
	100
	100
	100%
	ST
	

	3
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian
	%
	100
	100
	100%
	ST
	

	4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah        
	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Umum
	%
	100
	100
	100%
	ST
	

	5
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       
	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah
	%
	100
	100
	100%
	ST
	

	6
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     
	Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoranh
	%
	100
	66,83
	66,83%
	S
	

	7
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       
	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
	%
	100
	100
	100%
	ST
	

	8
	Penetapan Pemberian 
Fasilitasi/Insentif 
Dibidang Penanaman 
Modal yang menjadi 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota
	Persentase  Ketersediaan Regulasi dan/atau Kebijakan Penanaman Modal
	%
	100
	100
	100%
	ST
	

	9
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal 
- Level Tk. Nasional
- Level Tk. Provinsi
	Dokumen
	2
	1
	50%
	SR
	

	
	
	Jumlah Negara/Daerah yang menjadi sasaran promosi
	Dokumen
	1
	1
	100%
	ST
	

	10
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase Perusahaan yang melaporkan kegiatan Penanaman Modal secara Akuntabel dan Tepat Waktu
	%
	100
	86,11
	86,11%
	T
	

	11
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 
	Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP
	%
	85
	104
	122,35%
	ST
	

	12
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase informasi terkait pengaduan yang tersampaikan
	%
	100
	100
	100%
	ST
	

	
	
	Jumlah Responden yang mengisi Survei Kepuasan Masyarakat
	Responden
	200
	212
	106%
	ST
	

	
	
	Persentase konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai SOP 
	%
	100
	100

	100%
	ST
	


Dari tabel pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan dapat dsimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja kegiatan Triwulan IV (31 Desember 2025) terdiri dari Status Sangat Tinggi (ST) sebanyak 9 Kegiatan, Status Tinggi (T) sebanyak 1 Kegiatan, Status Sedang (S) sebanyak 1 Kegiatan, Status Rendah (R) sebanyak 0 Kegiatan dan Status Sangat Rendah (SR) sebanyak 1 Kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja Kegiatan tersedia karena data tersebut baru tersedia pada akhir tahun 2025.
4.4 Capaian Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan
	
	Adapun capaian kinerja indikator sub kegiatan RENJA yang dievaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung adalah seperti tabel dibawah ini :
Tabel 4.4
Pencapaian Target Indikator Sub Kegiatan

	No
	Nama Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
	Satuan
	Target Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2025
	Realisasi Tahun 2025
	%
Capaian Target
	Kategori Kinerja 
(Status)
	Ket

	1
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
	Dokumen
	6
	6
	100%
	ST
	

	2
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Laporan
	22
	22
	100%
	ST
	

	3
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Org/Bln
	322
	322
	100%
	ST
	

	4
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Dokumen
	12
	12
	100%
	ST
	

	5
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Orang
	6
	6
	100%
	ST
	

	6
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
	Paket
	1
	1
	100%
	ST
	

	7
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Paket
	4
	4
	100%
	ST
	

	8
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	Paket
	4
	4
	100%
	ST
	

	9
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	Paket
	2
	2
	100%
	ST
	

	10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Laporan
	12
	12
	100%
	ST
	

	11
	Pengadaan Mebel
	Jumlah Paket Mebel yang disediakan
	Unit
	11
	11
	100%
	ST
	

	12
	 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Laporan
	12
	12
	100%
	ST
	

	13
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Laporan
	12
	12
	100%
	ST
	

	14
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Laporan
	12
	6
	50%
	R
	

	15
	 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Unit
	1
	1
	100%
	ST
	

	16
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	Unit
	15
	15
	100%
	ST
	

	17
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi
	Unit
	1
	1
	100%
	ST
	

	18
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
	Dokumen
	1
	1
	100%
	ST
	

	19
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
	Dokumen
	2
	1
	50%
	R
	

	20
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
	Dokumen
	1
	1
	100%
	ST
	

	21
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	Pelaku Usaha
	100
	471
	471%
	ST
	

	22
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
	Pelaku Usaha
	80
	32
	40%
	SR
	

	23
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal
	Kegiatan Usaha
	15
	30
	200%
	ST
	

	24
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
	Kegiatan Usaha
	6
	2
	33,33%
	SR
	

	25
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bimbingan Pembinaan Pelaksanan Penanaman Modal
	Pelaku Usaha
	60
	26
	43,33%
	SR
	

	26
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
	Kegiatan Usaha
	15
	4
	26,67%
	SR
	

	27
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
	Jumlah Data dan Informasi Perizinan  dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
	Dokumen
	3
	3
	100%
	ST
	


	Dari tabel pencapaian target Indikator Kinerja Sub Kegiatan rata - rata pencapaian kinerja pada Triwulan IV (31 Desember 2025) sebesar 111,59% terdiri dari Status Sangat Tinggi (ST) sebanyak 21 Sub Kegiatan, Status Tinggi (T) sebanyak 0 Sub Kegiatan, Status Sedang (S) sebanyak 0 Sub Kegiatan, Status Rendah (R) sebanyak 2 Sub Kegiatan dan status Sangat Rendah (SR) sebanyak 4 Sub Kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sub kegiatan sangat rendah disebabkan realisasi indikator kinerja sub kegiatan belum tersedia karena data tersebut baru tersedia pada akhir tahun 2025. 
4.5 Pencapaian Target Anggaran
	
	Adapun realisasi anggaran RENJA yang dievaluasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.5
Pencapaian Target Anggaran

	Kode Rekening
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	Anggaran
	Persentase Realisasi Anggaran RENJA
	Persentase Realisasi Anggaran DPA P
	Kategori Kinerja Anggaran
(Status)

	
	
	Pagu RENJA
	Pagu DPA Perubahan
	Realisasi
	
	
	

	2.01
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	7.326.000.000
	6.140.743.378
	5.777.278.555
	78,85%
	94,08%
	ST

	2.18.01
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 
	5.517.420.000
	5.299.400.778
	3.268.737.924
	59,24%
	61,68%
	T

	2.18.01.2.01
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	26.999.600
	3.213.500
	3.211.400
	11,90%
	99,93%
	ST

	2.18.01.2.01.0001
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	12.000.600
	1.806.200
	1.805.000
	15,04%
	99,93%
	ST

	2.18.01.2.01.0006
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	14.999.000
	1.407.300
	1.406.400
	9,38%
	99,94%
	ST

	2.18.01.2.02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	4.227.734.832
	3.956.421.200
	3.934.351.158
	93,06%
	99,44%
	ST

	2.18.01.2.02.0001
	Penyediaan Gaji  dan Tunjangan ASN
	4.062.014.832
	3.797.651.200
	3.785.481.158
	93,19%
	99,68%
	ST

	2.18.01.2.02.0002
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	165.720.000
	158.770.000
	148.870.000
	89,83%
	93,76%
	ST

	2.18.01.2.05
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	135.447.000
	23.665.000
	21.747.526
	10,91%
	91,90%
	ST

	2.18.01.2.05.0002
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	31.185.000
	
	0
	0%
	0%
	SR

	2.18.01.2.05.0009
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	104.262.000
	23.665.000
	21.747.526
	20,85%
	91,90%
	ST

	2.18.01.2.06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	597.325.938
	842.703.018
	792.684.653
	132,70%
	94,06%
	ST

	2.18.01.2.06.0001
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	27.443.500
	54.887.000
	27.440.000
	99,98%
	49,99%
	SR

	2.18.01.2.06.0002
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	87.223.000
	221.044.500
	203.653.850
	233,49%
	93,49%
	ST

	2.18.01.2.06.0004
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	120.130.238
	122.191.918
	120.511.000
	100,32%
	98,62%
	ST

	2.18.01.2.06.0005
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	58.668.200
	43.047.600
	42.650.600
	72,70%
	99,08%
	ST

	2.18.01.2.06.0009
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	303.861.000
	401.532.000
	398.429.203
	131,12%
	99,23%
	ST

	2.18.01.2.07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	48.188.660
	48.188.660
	46.842.800
	97,21%
	97,21%
	ST

	2.18.01.2.07.0005
	Pengadaan Mebel
	48.188.660
	48.188.660
	46.842.800
	97,21%
	97,21%
	ST

	2.18.01.2.08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	317.416.400
	325.946.400
	171.973.409
	54,18%
	52,76%
	R

	2.18.01.2.08.0001
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	4.000.000
	4.000.000
	4.000.000
	100%
	100%
	ST

	2.18.01.2.08.0002
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	130.594.000
	139.124.000
	138.820.000
	106,30%
	99,78%
	ST

	2.18.01.2.08.0004
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	182.822.400
	182.822.400
	29.153.409
	15,95%
	15,95%
	SR

	2.18.01.2.09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	164.307.570
	99.263.000
	98.051.000
	59,67%
	98,78%
	ST

	2.18.01.2.09.0002
	 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional  atau Lapangan
	76.480.000
	67.680.000
	66.763.000
	87,29%
	98,64%
	ST

	2.18.01.2.09.0006
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	27.830.000
	19.290.000
	19.080.000
	68,56%
	98,91%
	ST

	2.18.01.2.09.0009
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	59.997.570
	12.293.000
	12.208.000
	20,35%
	99,31%
	ST

	2.18.02
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	179.980.800
	158.694.000
	106.814.221
	59,35%
	67,31%
	S

	2.18.02.2.01
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	179.980.800
	158.694.000
	106.814.221
	59,35%
	67,31%
	S

	2.18.02.2.01.0004
	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
	179.980.800
	158.694.000
	106.814.221
	59,35%
	67,31%
	S

	2.18.03
	Program Promosi Penanaman Modal
	535.974.300
	210.792.100
	158.811.603
	29,63%
	75,34%
	S

	2.18.03.2.01
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	535.974.300
	210.792.100
	158.811.603
	29,63%
	75,34%
	S

	2.18.03.2.01.0002
	 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
	109.995.500
	125.261.000
	75.146.543
	68,32%
	59,99%
	R

	2.18.03.2.01.0003
	 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
	425.978.800
	85.531.100
	83.665.060
	19,64%
	97,82%
	ST

	2.18.04
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	924.614.200
	280.732.100
	276.206.785
	29,87%
	98,39%
	ST

	2.18.04.2.01
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	924.614.200
	280.732.100
	276.206.785
	29,87%
	98,39%
	ST

	2.18.04.2.01.0006
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
	397.451.900
	188.742.700
	186.973.630
	47,04%
	99,06%
	ST

	2.18.04.2.01.0007
	 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
	152.378.000
	33.885.100
	32.861.055
	21,56%
	96,98%
	ST

	2.18.04.2.01.0008
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
	378.784.300
	58.104.300
	56.372.100
	14,88%
	97,02%
	ST

	2.18.05
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	120.000.000
	94.048.500
	81.270.800
	67,72%
	86,41%
	T

	2.18.05.2.01
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	120.000.000
	94.048.500
	81.270.000
	67,72%
	86,41%
	T

	2.18.05.2.01.0004
	 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
	40.000.000
	33.727.500
	25.206.400
	63,01%
	74,74%
	S

	2.18.05.2.01.0005
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
	40.000.000
	29.117.000
	25.160.400
	62,90%
	86,41%
	T

	2.18.05.2.01.0006
	Pengawasan Penanaman Modal
	40.000.000
	31.204.000
	30.904.000
	77,26%
	99,04%
	ST

	2.18.06
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	48.010.700
	97.075.900
	85.313.500
	177,70%
	87,88%
	T

	2.18.06.2.01
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	48.010.700
	97.075.900
	85.313.500
	177,70%
	87,88%
	T

	2.18.06.2.01.0002
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
	48.010.700
	97.075.900
	85.313.500
	177,70%
	87,88%
	T



	Dari tabel pencapaian target anggaran dapat disimpulkan bahwa :
1. Realisasi Anggaran Pagu DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan IV (31 Desember 2025) sebesar Rp. 5.777.278.555 atau 78,85% dan Realisasi Anggaran Pagu RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan IV (31 Desember 2025) sebesar Rp. 5.777.278.555 atau 94,08%.
2. Status pencapaian realisasi anggaran pada Triwulan IV (31 Desember 2025) terdiri dari Status Sangat Tinggi (ST) sebanyak 20 Sub Kegiatan, Status Tinggi (T) sebanyak 2 Sub Kegiatan, Status Sedang (S) sebanyak 2 Sub Kegiatan, Status Rendah (R) sebanyak 1 Sub Kegiatan dan Status Sangat Rendah (SR) sebanyak 2 Sub Kegiatan.
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